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ABSTRACT 

The rapid development of information and communication technology has brought significant changes in the way 
individuals interact, communicate and access information. Society is faced with various challenges, including the 
spread of inaccurate information, threats to privacy, and negatif behavior in cyberspace. In this context, the 
concept of digital citizenship becomes increasingly relevant as a basis for understanding responsibility and ethics 
in the use of technology. This research aims to explain the main components and principles of digital citizenship, 
explain the role of digital citizenship in overcoming the challenges of technological development, and evaluate 
the contribution of education to the formation of digital citizenship skills in overcoming the challenges of 
technological development. This research uses a literature study method. This research analyzes various 
literature that discusses the concept of digital citizenship, which includes understanding ethics, information 
security, and active participation in cyberspace in the form of books and journals. The study results show that 
digital citizenship does not only focus on the use of technology, but also on individual responsibilities and attitudes 
in the digital environment. Amid the widespread spread of false information, privacy risks, and unethical online 
behavior, digital citizenship is crucial for building an intelligent and adaptive society. Additionally, this research 
highlights the role of education in equipping young people with the skills and knowledge necessary to participate 
responsibly in the digital world. 
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ABSTRAK 

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara 
individu berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Masyarakat dihadapkan pada berbagai 
tantangan, termasuk penyebaran informasi yang tidak akurat, ancaman terhadap privasi, dan perilaku negatif di 
dunia maya. Dalam konteks ini, konsep kewarganegaraan digital menjadi semakin relevan sebagai dasar untuk 
memahami tanggung jawab dan etika dalam penggunaan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 
komponen utama dan prinsip-prinsip kewarganegaraan digital, menjelaskan peran kewarganegaraan digital 
dalam mengatasi tantangan perkembangan teknologi, serta mengevaluasi kontribusi pendidikan dalam 
pembentukan keterampilan kewarganegaraan digital untuk menghadapi tantangan tersebut. Penelitian ini 
menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai literatur yang membahas konsep 
kewarganegaraan digital, termasuk pemahaman tentang etika, keamanan informasi, dan partisipasi aktif di dunia 
maya dalam bentuk buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital tidak hanya 
berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada tanggung jawab dan sikap individu dalam lingkungan 
digital. Di tengah penyebaran informasi palsu yang luas, risiko terhadap privasi, dan perilaku online yang tidak 
etis, kewarganegaraan digital menjadi krusial untuk membangun masyarakat yang cerdas dan adaptif. Selain itu, 
penelitian ini menyoroti peran pendidikan dalam membekali generasi muda dengan keterampilan dan 
pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab di dunia digital. 
 
Kata Kunci:Kewarganegaraan Digital, Pendiodikan, Teknologi 
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PENDAHULUAN 

Zaman terus berkembang, pada setiap 
perkembangannya banyak terjadi perubahan dan 
perkembangan pada segala aspek kehidupan. Aktifitas 
dan kebiasaan mulai berubah mengikut pada kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan pada 
aktifitas dan kebiasaan yang bermula menggunakan 
cara-cara tradisional menjadi aktifitas dan kegiatan 
yang jauh lebih modern dengan teknologi di dalamnya, 
yang dikenal dengan era disrupsi. Era disrupsi 
merupakan periode di mana inovasi dan perubahan 
berlangsung secara cepat, yang mengakibatkan 
transformasi berbagai sistem dari yang lama ke yang 
baru di berbagai aspek kehidupan. Proses inovasi dan 
perubahan ini dipicu oleh kemajuan teknologi digital 
(Rahmawati, 2024).  

Keberadaan teknologi digital tidak dapat 
diabaikan, karena telah berintegrasi secara mendalam 
dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga 
menyulitkan pemisahan antara keduanya. Teknologi 
telah mempengaruhi perilaku kita dan berperan penting 
dalam membentuk identitas sebagai warga dunia. Gaya 
hidup, cara bekerja, dan interaksi sosial saat ini tidak 
hanya terfokus pada dimensi fisik, tetapi juga 
berlangsung secara signifikan di ranah digital 
(Prabhakar & Kumar, 2022). Keterlibatan teknologi 
dalam segala aspek kehidupan ini tentunya 
memberikan pengaruh yang signifikan kepada 
masyarakat juga segala aspek kehidupannya, dampak 
yang dihasilkan ini dapat bersifat positif maupun 
negatif tergantung pada cara pemanfaatan teknologi itu 
sendiri. Menurut Insani dkk, disrupsi dalam bidang 
teknologi digital telah secara signifikan mengubah pola 
kehidupan masyarakat, baik pada tingkat nasional 
maupun global. Dampak dari perubahan ini bervariasi, 
mencakup aspek positif dan negatif, tergantung pada 
kemampuan masyarakat dalam mengatasi tantangan 
yang muncul (Insani et al., 2024). Teknologi dapat 
berdampak positif pada kehidupan masyarakat apabila 
teknologi itu dimanfaatkan pada hal-hal yang juga 
positif.  

Namun, seiring dengan berbagai dampak positif 
yang dari teknologi sebagaimana yang diuraikan di 
atas, tetap tidak dapat menutup dari fakta yang ada 
bahwasanya teknologi juga memberikan dampak 
negatif yang cukup signifikan dalam kehidupan 
masyarakat. Menurut Putri & Setyowati, aksesibilitas 
yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi sering 
kali dipergunakan secara tidak tepat untuk tujuan yang 
salah. Fenomena yang semakin banyak muncul adalah 
semakin luasnya jangkauan informasi yang tersedia di 
internet, di mana berita yang beredar di platform sosial 
sering kali mengandung ujaran negatif, berita bohong, 
dan penipuan. Penyebaran isu hoaks, pencemaran nama 
baik, serta serangan verbal di media sosial 

mencerminkan ketidakdewasaan dalam penggunaan 
internet (Putri & Setyowati, 2021). 

Selanjutnya, era digital telah menciptakan 
berbagai pergeseran yang memberikan pengaruh 
positif yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik 
mugkin. Tetapi, pada saat yang sama, era ini juga 
menghadirkan berbagai pengaruh buruk yang 
menciptakan permasalahan baru di masyarakat. 
Permasalahan ini sudah merambah ke berbagai bidang 
dan aspek kehidupan. Di balik popularitasnya, era 
teknologi digital menyimpan potensi serta dampak 
negatif yang dapat merugikan individu. Meskipun 
teknologi mempermudah berbagai pekerjaan melalui 
berbagai aplikasi, hal ini juga mengakibatkan 
berkurangnya aktivitas fisik, munculnya kemalasan, 
dan meningkatnya risiko penyakit seperti obesitas 
(Setiawan, 2017).  

Dampak negatif yang ditimbulkan teknologi 
pada masyarakat tersebut dapat menjadi tantangan 
yang menghambat kemajuan hidup masyarakat. Selain 
itu, dampak negatif tersebut juga dapat menjadi 
tantangan yang menghambat perkembangan teknologi. 
Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk 
menyelesaikan segala dampak negatif akibat 
perkembangan teknologi tersebut. Saat ini, solusi yang 
dianggap tepat untuk menangani permasalahan yang 
ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi tersebut 
adalah dengan lahirnya konsep kewarganegaraan 
digital.  Konsep kewarganegaraan digital ini hadir 
sebagai upaya yang diharapkan untuk mampu 
membentuk individu-individu yang bukan hanya 
memiliki kemampuan berteknologi namun juga paham 
bagaimana berteknologi dengan baik dan 
bertanggungjawab, memiliki etika dalam berteknologi 
serta menyadari hak dan tugasnya sebagai warga 
negara digital. 

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara 
harapan masyarakat terhadap kewarganegaraan digital 
dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Secara 
teori, kewarganegaraan digital diharapkan mampu 
memberdayakan individu untuk berpartisipasi dalam 
masyarakat digital secara aktif dan bertanggung jawab. 
Menurut Preece & Shneiderman, kewarganegaraan 
digital mencakup keterampilan, pengetahuan, dan 
sikap yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif 
dalam dunia digital. Namun, dalam praktiknya, banyak 
individu yang masih kurang memahami pentingnya 
etika digital dan tanggung jawab dalam berinternet 
(Preece & Shneiderman, 2014). Penelitian oleh 
DiMaggio dkk menunjukkan bahwa tingkat literasi 
digital yang rendah di kalangan masyarakat 
berkontribusi pada kesulitan dalam mengakses 
informasi dan berpartisipasi dalam diskusi publik di 
platform digital (DiMaggio et al., 2004). 

Dari segi praktis, fenomena yang terjadi di 
masyarakat menunjukkan adanya tantangan besar 
dalam menerapkan kewarganegaraan digital. Misalnya, 
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survei yang dilakukan oleh Pew Research Center 
mengungkapkan bahwa sekitar 40% pengguna internet 
di seluruh dunia mengalami kesulitan dalam 
membedakan informasi yang benar dan hoaks (Pew 
Research Center, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa 
meskipun masyarakat memiliki akses yang lebih luas 
terhadap informasi, mereka masih kesulitan untuk 
menggunakan informasi tersebut secara efektif dan 
bertanggung jawab. Lebih jauh, laporan yang 
diterbitkan oleh International Telecommunication 
Union (ITU) pada tahun 2020 mencatat bahwa 
meskipun akses internet global meningkat, 
kesenjangan digital masih ada, terutama di negara 
berkembang. Hanya sekitar 30% penduduk di Afrika 
memiliki akses ke internet, dibandingkan dengan lebih 
dari 80% di Eropa (Telecommunication Union, 2020). 
Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam 
kemampuan individu untuk terlibat dalam masyarakat 
digital, sehingga memperlebar kesenjangan antara yang 
memiliki dan tidak memiliki akses teknologi. 

Seiring dengan meningkatnya transformasi 
digital di berbagai aspek kehidupan, terdapat 
kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan 
kewarganegaraan digital di kalangan anak-anak agar 
mereka lebih sadar akan perilaku yang berkaitan 
dengan teknologi. Kurangnya kesadaran, informasi, 
dan pemahaman mengenai norma dan regulasi yang 
berkaitan dengan teknologi digital dapat 
mengakibatkan praktik tidak etis, seperti penggunaan 
konten digital tanpa izin, kejahatan siber, atau bahkan 
menjadi korban perundungan siber (Prabhakar & 
Kumar, 2022). Digital citizenship mencakup 
keterampilan untuk mengoperasikan teknologi secara 
efektif, menginterpretasikan dan mengerti informasi 
digital dan memastikan kebenarannya. Selain itu, 
kewarganegaraan digital juga melibatkan kemampuan 
untuk menghasilkan, mengeksplorasi, dan berinteraksi 
dengan perangkat yang sesuai, melakukan analisis 
kritis terhadap isu-isu etika dalam dunia digital, serta 
mengambil keputusan yang terjamin, bijaksana, dan 
saling menghormati saat berinteraksi secara daring 
(Isman & Gungoren, 2014). 

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya 
kewarganegaraan digital merupakan konsep yang 
paling sesuai dan efektif untuk menghadapi berbagai 
permasalahan dan tantangan yang menjadi penghambat 
perkembangan teknologi. Kewarganegaraan digital tak 
hanya menjadi sebuah konsep warga negara digital 
yang baik dan bertanggungjawab, tetapi 
kewarganegaraan digital juga menjadi goals atau 
tujuan yang harus dan perlu dicapai untuk 
mempersiapkan warga negara yang siap berteknologi. 
Kewarganegaraan digital ini menjadi sebuah tujuan 
pasti yang mengantarkan pada pembentukan etika 
kewarganegaraan digital yang baik dan akuntabel, yang 
paham bagaimana berdigitalisasi dengan bijak, yang 
menyadari hak dan tugasnya sebagai warga negara 

digital dalam berdigitalisasi utamanya dalam bermedia 
sosial.  

Media sosial sebagai sarana komunikasi bagi 
warga negara digital yang menghubungkan individu di 
berbagai negara tentunya memberikan berbagai 
kemudahan dalam hal komunikasi dan interaksi. Media 
sosial menjadi salah satu fasilitas teknologi yang paling 
popular saat ini, hampir seluruh kalangan memiliki 
media sosialnya masing-masing sebagai sarana untuk 
berkomunikasi dan berinteraksi pada sahabat, sanak 
saudara, dan kerabat jauh. Kepemilikan akun jaringan 
sosial seperti sudah menjadi sebuah hal yang sangat 
biasa karena kemudahan akses yang diberikan media 
sosial tersebut, bahkan pada beberapa media sosial 
memiliki akses yang sangat mudah hingga anak 
dibawah umur dapat menggunakannya. Hal ini 
tentunya menjadi salah satu unsur yang dapat 
menimbulkan pengaruh yang kurang baik dari 
pemanfaatan jaringan sosial. Media sosial sebagai 
sarana komunikasi yang terbuka menjadikan siapapun 
itu dapat saling berinteraksi, melihat unggahan satu 
sama lain, melihat aktivitas orang lain yang dibagikan 
melalui media sosial orang tersebut, saling 
memberikan komentar pada unggahan masing-masing, 
bahkan hingga mengetahui dengan siapa saja orang 
tersebut berteman dan berinteraksi.  

Proses interaksi dan komunikasi pada media 
sosial yang hanya melalui sebuah tulisan yang dapat 
dibaca secara digital, panggilan telepon yang hanya 
menyalurkan suara, maupun melalui panggilan video 
yang hanya menampilkan gambar wajah serta 
penyaluran suara secara digital seringkali 
menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, adanya 
kemudahan untuk publikasi atau mengunggah segala 
aktivitas, cerita, maupun video keseharian melalui 
media sosial tanpa adanya kontrol yang kuat dapat 
menghadirkan berbagai dampak bagi media sosial itu 
sendiri, apalagi jika pengguna media sosial tersebut 
tidak disertai dengan kemampuan-kemampuan yang 
harusnya dimiliki dalam berdigitalisasi. Hal ini 
tentunya dapat menjadi permasalahan yang cukup 
serius dalam hal berdigitalisasi. Para pengguna media 
sosial yang tidak memahami konsep kewarganegaraan 
digital, tidak memiliki keterampilan literasi digital dan 
tidak mengetahui terkait etika dalam berdigital tentu 
akan lebih sembrono dalam menggunakan media sosial 
dan mudah terpengaruh oleh berita bohong. Oleh 
karena itu, pemahaman akan konsep kewarganegaraan 
digital terutama keterampilan literasi digital dan etika 
digital sangatlah penting bagi warga negara digital saat 
ini, lebih lagi pada para pengguna media sosial.  

Menurut datareportal.com, berdasarkan studi 
mendalam oleh Tim Kepios mengungkapkan bahwa 
pada awal Juli 2024 terdapat 5,17 miliar pengguna 
media sosial di seluruh dunia yang setara dengan 63,7 
persen dari total populasi global. Pengguna media 
sosial terus bertambah dalam 12 bulan terakhir, dengan 
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282 juta orang baru bergabung sejak periode yang sama 
tahun lalu. Ini mencerminkan pertumbuhan tahunan 
sebesar 5,8 persen, dengan rata-rata 8,9 pengguna baru 
setiap detik. Data terbaru juga menunjukkan bahwa 
hampir 95 persen pengguna internet di seluruh dunia 
aktif menggunakan media sosial setiap bulan. Selain 
itu, data terkini menyoroti bahwa jumlah pengguna 
media sosial di kalangan "dewasa" di seluruh dunia 
(yaitu mereka yang berusia 18 tahun ke atas) kini setara 
dengan lebih dari 86 persen dari seluruh orang dewasa 
dalam kelompok usia tersebut. 

Sementara itu, menurut data dari Global Web 
Index (GWI), pengguna media sosial secara rata-rata 
mengunjungi sekitar 6,7 platform sosial yang berbeda 
setiap bulannya. Selain itu, mereka menghabiskan 
sekitar 2 jam 20 menit setiap hari untuk berinteraksi 
dengan media sosial. Jika kita mempertimbangkan 
bahwa individu tidur antara 7 hingga 8 jam per hari, 
maka sekitar 14 persen dari waktu terjaga mereka 
dihabiskan untuk aktivitas ini. Di tingkat global, total 
waktu yang digunakan untuk media sosial mencapai 
lebih dari 12 miliar jam setiap hari, yang setara dengan 
lebih dari 1,38 juta tahun dalam konteks keberadaan 
manusia.. Kecerdasan aplikasi dari data.ai 
menunjukkan bahwa YouTube memiliki jumlah 
pengguna aktif terbesar saat ini, yang menjadikan 
platform tersebut memiliki indeks 100. 

WhatsApp dan Facebook menempati peringkat 
kedua dan ketiga (masing-masing), dengan data ini 
menunjukkan bahwa platform perpesanan teratas Meta 
memiliki lebih banyak pengguna aplikasi aktif daripada 
jejaring sosial teratasnya. Namun, angka-angka data.ai 
menunjukkan bahwa pemirsa YouTube sekitar 20 
persen lebih besar daripada pemirsa kedua platform 
Meta ini. Instagram menempati peringkat keempat, 
dengan pengguna aplikasi aktif platform tersebut setara 
dengan hampir 70 persen basis pengguna aplikasi aktif 
YouTube. Facebook Messenger menempati peringkat 
kelima dengan indeks 50,1 , dan Messenger adalah 
satu-satunya platform lain di mana pengguna aplikasi 
aktif setara dengan lebih dari separuh basis pengguna 
aplikasi aktif YouTube. TikTok mengklaim posisi 
keenam dalam peringkat terbaru, tetapi angka-angka 
data.ai menunjukkan bahwa basis pengguna aplikasi 
aktif platform tersebut hanya 44,7 persen dari ukuran 
YouTube. Sementara itu, semua platform lain memiliki 
jumlah pengguna aplikasi aktif kurang dari sepertiga 
jumlah pengguna aplikasi aktif YouTube (Data 
Reportal, 2024). 

Data pengguna aktif media sosial dalam skala 
global tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.  

 

Figure 1 Pengguna Media Sosial Aktif Skala Global Tahun 
2024 

Di Indonesia sendiri, melihat dari 
databoks.katadata.co.id, pengguna media sosial di 
Indonesia per tahun 2024 dapat digambarkan 
sebagaimana diagram di bawah ini. 

 

Figure 2 Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia 
Tahun 2024 

Berdasarkan gambar 1. di atas dapat dilihat 
bahwasanya pengguna media sosial di Indonesia cukup 
banyak, terdapat lima media sosial yang popular dan 
banyak digunakan di Indonesia yakni Facebook, 
Instagram, Youtube, WhatsApp, dan Tiktok. 
Berdasarkan data tersebut, YouTube menduduki posisi 
teratas dengan 139 juta pengguna, yang mencakup 
53,8% dari total populasi. Di belakangnya, Instagram 
menarik perhatian 122 juta pengguna, setara dengan 
47,3% dari populasi. Facebook, meskipun mengalami 
penurunan popularitas, masih memiliki 118 juta 
pengguna, atau 45,9% dari total penduduk. WhatsApp 
juga menunjukkan angka yang signifikan dengan 116 
juta pengguna, mewakili 45,2% dari populasi. Tak 
kalah menarik, TikTok muncul sebagai platform yang 
semakin diminati dengan 89 juta pengguna, yang 
mencakup 34,7% dari masyarakat. 

Melihat dari segi demografi, pengguna media 
sosial di Indonesia didominasi oleh mereka yang 
berusia antara 18 hingga 34 tahun, yang mencapai 
54,1% dari total pengguna. Dari sisi jenis kelamin, 
perempuan sedikit lebih banyak menggunakan media 
sosial dibandingkan laki-laki, dengan persentase 
masing-masing 51,3% dan 48,7%. Frekuensi 
penggunaan media sosial juga cukup tinggi. Rata-rata, 
masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sekitar 3 
jam 14 menit setiap hari untuk berselancar di dunia 
maya, dan 81% dari mereka mengakses media sosial 
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setiap hari. Aktivitas yang dilakukan pun bervariasi. 
Banyak pengguna yang aktif berbagi foto dan video, 
mencapai 81%, diikuti dengan komunikasi yang 
dilakukan oleh 79% pengguna. Selain itu, 73% 
pengguna menggunakan platform ini untuk 
mendapatkan berita dan informasi, sementara 68% 
menggunakannya untuk hiburan. Tak ketinggalan, 
belanja online juga menjadi aktivitas populer, di mana 
61% pengguna memanfaatkannya untuk berbelanja 
(Annur, 2024). 

Dengan data-data ini, terlihat jelas bahwa media 
sosial bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga 
telah menjadi sarana penting untuk berbagi informasi, 
hiburan, dan aktivitas sehari-hari bagi masyarakat 
Indonesia. Dalam konteks ini, kebutuhan akan 
kewarganegaraan digital menjadi semakin penting. 
Kewarganegaraan digital tidak hanya menjadi sebuah 
konsep, tetapi juga praktik yang harus diterapkan untuk 
membangun ekosistem digital yang aman, berprinsip, 
dan berguna bagi setiap orang. Hal-hal inilah yang 
melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini.  

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, 
dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh beberapa aspek. Pertama, 
terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan 
literasi digital di kalangan masyarakat. Program 
pendidikan yang fokus pada pengembangan 
keterampilan kewarganegaraan digital perlu diperkuat 
untuk memastikan bahwa individu tidak hanya mampu 
mengakses informasi tetapi juga memahami cara 
menggunakan informasi tersebut secara etis. Kedua, 
tantangan keamanan siber juga menjadi perhatian 
utama. Laporan Cybersecurity Ventures 
memperkirakan bahwa kerugian akibat kejahatan siber 
akan mencapai 10,5 triliun USD pada tahun 2025 
(Cybersecurity Ventures, 2022). Hal ini menunjukkan 
pentingnya bagi individu untuk memahami risiko yang 
terkait dengan aktivitas online mereka dan cara 
melindungi diri mereka di dunia digital. Ketiga, adanya 
fenomena disinformasi yang semakin meluas 
memerlukan perhatian yang serius. Dalam studi oleh 
Lewandowsky dkk, ditemukan bahwa disinformasi 
dapat memengaruhi pemahaman masyarakat tentang 
isu-isu penting, seperti kesehatan masyarakat dan 
pemilihan umum (Lewandowsky et al., 2017). Oleh 
karena itu, penguatan kewarganegaraan digital menjadi 
penting untuk membekali individu dengan 
keterampilan kritis dalam menilai informasi. 

Dalam melakukan penelitian ini diperoleh 
beberapa penelitian terdahulu yang relevan, seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Saputra yang berjudul 
“Integrasi Kewarganegaraan Digital dalam Mata 
Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk 
Menumbuhkan Etika Berinternet (Netiket) di Kalangan 
Mahasiswa”, dimana penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan untuk mendeskripsikan integrasi 
kewarganegaraan digital dalam mata kuliah pendidikan 

kewarganegaraan sebagai upaya menumbuhkan 
budaya netiket di kalangan mahasiswa (M. Saputra, 
2022). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh 
Ainisyifa dkk yang berjudul “The Role of Digital 
Citizenship Activities to Preserve Nation's Culture”, 
dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran 
kewarganegaraan digital terhadap pelestarian budaya, 
faktor apa saja yang membuat budaya bangsa Indonesia 
ini luntur dan bagaimana cara melestarikannya 
(Ainisyifa et al., 2023). 

Lebih lanjut lagi, seperti halnya penelitian yang 
dilakukan Triastuti yang berjudul “Teachers and 
technology: The perspective of digital citizenship”, 
dimana penelitian ini bertujuan untuk untuk 
mendeskripsikan karakteristik kewarganegaraan digital 
bagi guru pendidikan kewarganegaraan (Triastuti, 
2019). Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki 
kesamaan dalam menekankan pentingnya 
kewarganegaraan digital dalam pendidikan dan 
pengembangan etika. Namun, mereka juga memiliki 
fokus yang berbeda. Saputra lebih berorientasi pada 
mahasiswa dan etika berinternet, Ainisyifa dkk 
menekankan pelestarian budaya, sedangkan Triastuti 
berfokus pada peran guru dalam pendidikan 
kewarganegaraan digital. 

Sedangkan pada penelitian ini yang bertujuan 
untuk menjelaskan komponen serta prinsip utama dari 
kewarganegaraan digital, menjelaskan peran 
kewarganegaraan digital dalam mengatasi tantangan 
perkembangan teknologi, serta mengevaluasi 
kontribusi pendidikan bagi pembentukan keterampilan 
kewarganegaraan digital dalam mengatasi tantangan 
perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian 
ini melengkapi ketiga penelitian sebelumnya dengan 
memberikan gambaran yang lebih komprehensif 
tentang kewarganegaraan digital, serta tantangan dan 
solusi yang dihadapi oleh masyarakat dalam era 
teknologi yang terus berkembang. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode studi 
pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai literatur 
yang membahas konsep kewarganegaraan digital, yang 
mencakup pemahaman etika, keamanan informasi, dan 
partisipasi aktif dalam dunia maya baik dalam berupa 
buku dan jurnal. Penelitian ini melakukan 
pengumpulan data melalui langkah-langkah sebagai 
berikut: 1) identifikasi sumber: peneliti 
mengidentifikasi berbagai sumber literatur yang 
relevan, termasuk buku, jurnal akademik, artikel, 
laporan penelitian, dan publikasi pemerintah. Fokus 
utama adalah pada sumber-sumber yang membahas 
kewarganegaraan digital, tantangan teknologi, dan 
pendidikan; 2) kriteria seleksi: sumber yang dipilih 
harus memenuhi kriteria tertentu, seperti relevansi 
dengan topik, kredibilitas penulis, dan tanggal 
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publikasi. Peneliti juga mempertimbangkan 
keberagaman perspektif untuk memberikan gambaran 
yang komprehensif.  

Selanjutnya, dalam menganalisis data dilakukan 
melalui beberapa tahap, yaitu: 1) pembacaan dan 
pemahaman: setiap sumber literatur dibaca secara 
cermat untuk memahami konsep, argumen, dan temuan 
yang disampaikan. Peneliti mencatat poin-poin penting 
yang berkaitan dengan kewarganegaraan digital dan 
tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. 2) 
merangkum informasi: dari setiap sumber, peneliti 
merangkum informasi kunci dengan mengidentifikasi 
ide pokok, argumen utama, dan contoh yang relevan. 
Ringkasan ini membantu dalam menyusun kerangka 
pemikiran yang terstruktur. 3) kategorisasi: informasi 
yang telah dirangkum dikelompokkan ke dalam 
kategori yang relevan, seperti komponen 
kewarganegaraan digital, tantangan teknologi, dan 
peran pendidikan. Kategorisasi ini memudahkan dalam 
menganalisis hubungan antar konsep. 4) sintesis: 
peneliti melakukan sintesis untuk menggabungkan 
temuan dari berbagai sumber. Proses ini melibatkan 
perbandingan, pengolahan, dan pengintegrasian 
informasi untuk memberikan pemahaman yang lebih 
holistik mengenai kewarganegaraan digital dan 
tantangan yang dihadapi. 5) penarikan kesimpulan: dari 
hasil analisis, peneliti menarik kesimpulan mengenai 
pentingnya kewarganegaraan digital sebagai upaya 
persiapan menghadapi tantangan perkembangan 
teknologi. Kesimpulan ini kemudian digunakan untuk 
merumuskan rekomendasi dan implikasi bagi 
pendidikan dan kebijakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komponen Serta Prinsip Utama Dari 
Kewarganegaraan Digital 

Dalam era digital yang terus berkembang, 
konsep kewarganegaraan digital menjadi semakin 
relevan. Dengan kemajuan teknologi, akses informasi 
yang lebih mudah, dan interaksi yang lebih cepat 
melalui media sosial, penting bagi masyarakat untuk 
memahami komponen dan prinsip yang mendasari 
kewarganegaraan digital. Mulia menyebutkan bahwa 
pemanfaatan teknologi berperan penting dalam 
menentukan keberhasilan suatu negara karena 
berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat. 
Dengan pemanfaatan teknologi yang baik maka akan 
menghasilkan infrastruktur yang baik pula sehingga 
kualitas hidup masyarakat menjadi tolak ukur 
keberhasilan (Mulia, 2023). Dalam hasil dan 
pembahasan ini, akan menjelaskan berbagai komponen 
dan prinsip yang harus dipahami oleh masyarakat 
untuk menghadapi tantangan dan peluang yang 
dihadirkan oleh perkembangan teknologi. 

Komponen Kewarganegaraan Digital yang 
pertama yang harus dipahami oleh masyarakat yaitu, 
literasi digital. Literasi digital adalah fondasi dari 
kewarganegaraan digital. Ini mencakup kemampuan 
untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan 
informasi secara efektif melalui teknologi digital. 
Masyarakat perlu memahami berbagai alat dan 
platform digital, seperti mesin pencari, media sosial, 
dan aplikasi komunikasi. McDougall dkk 
berpandangan bahwa literasi digital itu bersifat dinamis 
yang praktiknya dapat mempengaruhi berbagai aspek 
dalam ranah digital seperti pola pikir, pendidikan dan 
interaksi sosial. Hal ini menunjukan bahwa literasi 
digital penting untuk dipelajari oleh masyarakat untuk 
menghindari informasi yang salah yang berdampak 
pada aspek penting lainnya (McDougall et al., 2018).  

Literasi digital melibatkan kemampuan untuk 
membedakan antara informasi yang valid dan yang 
tidak. Dalam era informasi yang melimpah, individu 
harus mampu mengevaluasi sumber informasi untuk 
menghindari penyebaran berita palsu atau disinformasi. 
Misalnya, seseorang yang membaca berita di media 
sosial harus mampu mencari tahu keaslian informasi 
tersebut dengan memeriksa sumbernya, melihat 
tanggal publikasi, dan mengevaluasi kredibilitas 
penulis. Menurut Keiser literasi digital bukan hanya 
mencari informasi namun juga memahami bagaimana 
penggunaan teknologi tersebut disalurkan, pengaturan 
yang terdapat didalamnya, termasuk memahami 
bagaimana, kapan dan mengapa akses ke infomasi 
didapatkan atau dapat disimpulkan literasi digital 
mencakup hingga aspek terdalam suatu informasi 
(Keiser, 2019). Lebih lanjut, Restianty 
mengungkapkan bahwa literasi digital berpengaruh 
besar terhadap perilaku masyarakat karena akses 
terhadap teknologi yang tak terbatas membuat 
masyarakat rentan terpapar dampak negatif dari 
teknologi (Restianty, 2018).  

Komponen pada literasi digital juga mencakup 
etika online. Etika online adalah aspek penting dari 
kewarganegaraan digital yang mengatur perilaku 
individu di dunia maya. Masyarakat perlu menyadari 
bahwa tindakan mereka di internet memiliki 
konsekuensi. Ini termasuk menghormati privasi orang 
lain, tidak melakukan cyberbullying, dan berperilaku 
sopan dalam berkomunikasi. Menurut Ahyati & 
Sya’rawi etika online merupakan aturan yang berguna 
untuk menjaga ketertiban dalam berinteraksi dan 
berkomunikasi dalam ranah online sehingga tercipta 
suatu interaksi komunikasi online yang berkualitas. 
Etika online berperan penting untuk menjaga diri 
sendiri maupun orang lain dalam ranah online (Ahyati 
& Sya’rawi, 2022). Lebih lanjut, Wahyuningratna & 
Ayuningtyas berpendapat bahwa etika online bukan 
hanya menjaga perilaku diri sendiri terhadap orang lain 
dalam dunia maya namun juga menjaga respon diri 
sendiri, sebagai pengguna dunia maya haruslah 
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memiliki kontrol diri dalam berperilaku yaitu dengan 
tidak mudah menyimpulkan sesuatu. Kontrol diri yang 
dimaksud yaitu bersikap terbuka dengan berbagai 
informasi yang ada namun tetap berpikir kritis 
(Wahyuningratna & Ayuningtyas, 2022). Menurut 
Trisudarmo dkk etika online dapat menghindari 
seseorang dari masalah keamanan privasi maupun 
rahasia pribadi dan perbuatan yang merugikan diri 
sendiri maupun orang lain. Etika online juga mencakup 
pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. 
Misalnya, menggunakan karya orang lain tanpa izin 
atau mencantumkan kredit yang sesuai dapat dianggap 
sebagai pelanggaran hak cipta. Dengan mematuhi etika 
online, seseorang dapat berkontribusi pada lingkungan 
digital yang lebih positif dan aman (Trisudarmo et al., 
2023). Lebih lanjut, komponen literasi digital juga 
mencakup kemanan siber (cyber security). Keamanan 
siber adalah komponen vital dari kewarganegaraan 
digital. Menurut Budi dkk keamanan siber merupakan 
aksi untuk menjaga atau melindungi informasi di dunia 
maya agar terhindar dari berbagai serangan. Keamanan 
siber mencakup hal-hal yang berkaitan dengan 
pengendalian komputer dan segala bentuk hak 
seseorang dalam setiap akses teknologi yang dilakukan 
(Budi et al., 2021). Masyarakat harus menyadari 
berbagai ancaman yang ada di dunia maya, seperti 
penipuan online, malware, dan pencurian identitas. 
Pengetahuan tentang cara melindungi diri sangat 
penting. Berbagai serangan di dunia maya tersebut 
menjadikan keamanan siber sebagai bagian penting 
yang harus menjadi perhatian masyarakat.  

Cavelty & Wenger memaparkan dua faktor 
utama keamanan siber. Faktor pertama keamanan siber 
yaitu bagaimana individu itu sendiri menggunakan 
teknologi digital, apakah menyalahgunakan teknologi 
digital kearah negaitive atau sebaliknya, serta 
bagaimana individu melakukan usaha untuk 
melindungi kemanan data pribadinya seperti 
menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk 
setiap akun, mengenali tanda-tanda phishing dalam 
email, dan menjaga perangkat dari serangan.  Faktor 
kedua menyoroti bagaimana negara memiliki peran 
penting dalam menjaga keamanan siber warga 
negaranya dengan membuat infrastruktur keamanan 
untuk melindungi jaringan serta data-data milik negara 
dan warga negaranya (Dunn Cavelty & Wenger, 2020). 
Keamanan siber merupakan hak yang harus didapatkan 
oleh masyarakat agar terhindar dari potensi kerugian 
yang mungkin terjadi apabila terkena serangan digital. 
Selain itu, kemanan siber juga menjadi tanggung jawab 
negara dan masyarakat karena untuk melindungi data 
pribadi memerlukan kesadaran, pengetahuan dan 
pengembangan sistem yang dapat dilakukan oleh 
individu itu sendiri maupun negara. Dengan 
pemahaman dan usaha yang baik tentang keamanan 
siber maka dapat melindungi hak serta identitas 
kewarganegaraan digital. 

Maka dapat disimpulkan bahwa  literasi digital 
berperan sebagai pedoman untuk memberikan 
pengetahuan, edukasi serta advokasi bagi masyarakat 
sehingga tercipta susunan masyarakat yang berperilaku 
baik dan berpola pikir yang kritis. Dengan memahami 
literasi digital maka dapat membuat masyarakat 
terhindar dari informasi yang salah sehingga terjaga 
pula status kewarganegaraan digital.  

  Komponen kewarganegaraan digital yang 
kedua yaitu tanggung jawab sosial. Kewarganegaraan 
digital tidak hanya tentang hak-hak individu, tetapi 
juga tentang tanggung jawab terhadap sosial. Menurut 
Mukhlizar & Yuliani tanggung jawab sosial merupakan 
tindakan yang didasari oleh rasa tanggung jawab 
terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks 
kewarganegaraan digital, tanggung jawab sosial 
berhubungan dengan segala sesuatu yang kita bagikan 
kepada orang lain yang dapat mempengaruhi pola pikir 
maupun perilaku orang lain, oleh karena itu penting 
untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk 
mencegah dampak negatif (Mukhlizar & Yuliani, 
2023). Lebih lanjut, Insani dkk mengungkapkan bahwa 
tanggung jawab sosial merupakan norma yang harus 
dimiliki dalam kewarganegaraan digital. Tanggung 
jawab sosial berfungsi sebagai pengendali dalam 
mengakses dan membagikan apapun yang berkaitan 
dengan digital sehingga terhindar dari hal-hal negatif 
yang dapat berdampak pada orang lain (Insani et al., 
2024). 

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu 
komponen kewarganegaraan digital yang penting 
untuk dipahami oleh masyarakat. Masyarakat harus 
menyadari bahwa mereka memiliki peran dalam 
menciptakan lingkungan digital yang inklusif dan 
mendukung. Ini termasuk berpartisipasi dalam diskusi 
yang konstruktif, berbagi informasi yang bermanfaat, 
dan membantu orang lain untuk memahami teknologi. 
Tanggung jawab sosial ini menciptakan rasa saling 
menghormati dan kolaborasi di dunia maya. Misalnya, 
ketika seseorang melihat informasi yang salah atau 
menyesatkan, mereka memiliki tanggung jawab untuk 
mengoreksi atau melaporkannya, sehingga dapat 
mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat. 

Di era digital saat ini, kewarganegaraan digital 
menjadi semakin penting untuk dipahami. Konsep ini 
tidak hanya mencakup penggunaan teknologi dan 
internet, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial, 
etika, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Oleh 
karena itu, untuk menjaga kontrol dalam ranah digital, 
masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip 
utama dalam kewarganegaraan digital. Prinsip-prinsip 
utama kewarganegaraan digital tersebuut dapat 
digambarkan dalam gambar di bawah ini.  
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Figure 3 Prinsip Utama Kewarganegaraan Digital 

Prinsip utama kewarganegaran digital yang 
pertama yaitu hak dan kewajiban. Individu memiliki 
hak untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan 
berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun, mereka 
juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang 
lain dan berkontribusi pada lingkungan digital yang 
aman dan positif. Hak dan kewajiban merupakan hal 
yang harus berjalan beriringan dan seimbang antara 
satu sama lain. Pengertian hak digital menurut Acomi 
merupakan perluasan dari hak asasi manusia yang 
diterapkan dalam ranah digital. Hak digital harus 
mencakup kebebasan pengguna teknologi dalam 
mengakses informasi apapun yang diinginkann.  

Hak digital bertujuan untuk menjamin akses 
teknologi dan menghindari kesenjangan digital. Hak 
digital memiliki beberapa jenis yaitu, (1) Akses 
universal dan setara, jenis hak digital ini menekankan 
pada pentingnya kesetaraan dalam mengakses 
teknologi tanpa memandang pendapatan, lokasi atau 
keadaan suatu indivdu. (2) kebebasan berekspresi, 
informasi dan komunikasi, jenis hak digital ini 
menyoroti pentingnya kebebasan tanpa mendapatkan 
ancaman, pembatasan ataupun perlakuan tidak 
mengenakan dari orang lain dalam konteks digital. (3) 
Privasi dan perlindungan data, jenis hak digital ini 
menekankan pada pentingnya perilindungan data 
pribadi yang seharusnya hanya dapat diakses oleh 
pihak-pihak yang disetujui saja. (4) Hak kekayaan 
intelektual, jenis hak digital ini menekankan pada 
pengakuan terhadp siuatu karya yang keuntungan dan 
hak ciptanya tidak boleh direbut oleh orang lain. (5) 
Pendidikan dan literasi, hak digtal ini menekankan 
bahwa Setiap orang harus mempunyai akses daring 
terhadap pendidikan dan pengetahuan agar dapat 
menjalankan hak dan kebebasan mereka di internet.  

Lebih lanjut, masih dalam pendapat Acomi, 
kewajiban digital merupakan seperangkat aturan yang 
berguna untuk menjaga keamanan dan kenyamanan 
setiap pengguna digital, peraturan tersebut haruslah 
diikuti oleh setiap individu agar tercipta hubungan 
daring yang positif. Tanggung jawab digital disini 
memiliki arti bahwa setiap orang memiliki hak untuk 
menggunakan teknologi sesuai kepentingannya namun 
harus dalam batas wajar. Setiap pengguna teknologi 
haruslah memiliki rasa tanggung jawab baik itu 

tanggung jawab terhadap kemanan diri sendiri maupun 
tanggung jawab terhadap hubungan secara daring 
dengan orang lain (Acomi, 2022).  

Prinsip utama kewarganegaraan digital yang 
kedua yaitu inklusivitas. Inklusivitas dalam 
kewarganegaraan digital menjadi pilar penting untuk 
memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang 
latar belakang atau kemampuan, memiliki kesempatan 
untuk berpartisipasi di ruang digital. Menurut Sanders, 
inklusivitas merupakan kontribusi untuk menciptakan 
akses teknologi yang setara dan pemanfaatan yang 
positif. Kontribusi ini melibatkan seluruh lapisan 
masyarakat agar tercapai tujuan dari inklusivitas yaitu 
meningkatkan kehidupan masyarakat (Sanders, 2020). 
Inkusitivas menekankan pada peningkatan kehidupan 
masyarakat karena konsep awal inklusivitas berkaitan 
erat dengan kesenjangan digital. Kesenjangan digital 
itulah yang melatarbelakangi prinsip inklusivitas dalam 
kewarganegaraan digital. Oleh karena itu inklusivitas 
berperan untuk mencari jalan keluar dari masalah 
ketidaksetaraan digital (Qualter, 2024).  

Langkah pertama dalam memastikan 
inklusivitas yaitu akses teknologi. Saat ini masih 
terdapat kesenjangan digital yang signifikan di 
berbagai belahan dunia. Banyak individu, terutama di 
daerah pedesaan atau mereka yang berasal dari 
keluarga berpenghasilan rendah, tidak memiliki akses 
kepada perangkat keras dan koneksi internet yang 
memadai. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi 
pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk 
bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur yang 
diperlukan. Misalnya, program penyediaan perangkat 
komputer dan akses internet gratis di sekolah-sekolah 
dan komunitas dapat membantu mengurangi 
kesenjangan ini. Bukan hanya itu, masyarakat juga 
perlu memahami prinsip inklusivitas agar 
kewarganegaraan digital tetap terjaga.  

Prinsip kewarganegaraan digital yang ketiga 
yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan 
akuntabilitas dalam penggunaan data dan informasi 
adalah aspek penting dari kewarganegaraan digital. 
Transparansi dan akuntabilitas memiliki arti terlihat 
tanpa ada rahasia atau dapat disamakan dengan 
keterbukaan dalam segala bentuk tindakan pencarian 
informasi (Gupta et al., 2020). Transparansi mengacu 
pada keterbukaan individu dan organisasi mengenai 
bagaimana mereka mengumpulkan, menyimpan, dan 
menggunakan data pribadi. Pengguna ruang digital 
berhak untuk mengetahui informasi apa yang 
dikumpulkan tentang mereka dan bagaimana informasi 
tersebut digunakan. Ketika platform digital bersikap 
transparan, ini menciptakan dasar kepercayaan antara 
pengguna dan penyedia layanan serta masyarakat luas. 
Lebih lanjut, menurut Castris tranparansi dan 
akuntabilitas merupakan gagasan yang diterapkan 
dalam ruang publik baik itu pemerintahan, organisasi 
maupun individu untuk bebas mengakses berbagai 
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informasi yang diinginkan. Mereka harus bertanggung 
jawab atas tindakan mereka di dunia maya, termasuk 
bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan 
informasi dan data pribadi (Leone de Castris, 2024). 
Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting 
bagi masyarakat dalam konteks kewarganegaraan 
digital. Di era di mana teknologi dan informasi 
berkembang pesat, kesadaran akan kedua prinsip ini 
menjadi sangat relevan. Keduanya berperan kunci 
dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, 
dan bertanggung jawab, tidak hanya untuk individu, 
tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. 

Peran Kewarganegaraan Digital dalam 
Mengatasi Tantangan Perkembangan 
Teknologi  

Perkembangan teknologi telah menghadirkan 
perubahan yang besar dalam berbagai dimensi 
kehidupan manusia, mulai dari cara kita berinteraksi 
hingga cara kita bekerja dan belajar, teknologi telah 
mengubah paradigma yang ada. Namun, di balik 
kemudahan dan manfaat yang ditawarkannya, muncul 
berbagai tantangan yang kompleks, yang memerlukan 
perhatian dan solusi yang matang. Di sinilah peran 
kewarganegaraan digital menjadi sangat penting. Salah 
satu tantangan utama yang muncul akibat 
perkembangan teknologi adalah kecanduan digital. 
Teknologi dapat memiliki sifat adiktif dan sulit untuk 
diubah tanpa intervensi yang khusus dan serius. Terjadi 
fenomena nomophobia, yaitu ketakutan yang muncul 
ketika perangkat digital, seperti ponsel, tertinggal. 
Individu cenderung memeriksa ponsel mereka setiap 
beberapa menit, menunjukkan ketergantungan pada 
pengisi daya, bahkan merasakan kecemasan dan stres 
saat baterai lemah atau sinyal tidak optimal (Setiawan, 
2017).  

Dalam kecanduan digital, internet adalah saluran 
di mana individu dapat mengakses konten favoritnya 
(game, media sosial, belanja, seks, dll), setiap saat dan 
di mana pun. Ini memungkinkan pengembangan 
respons terhadap kecanduan difasilitasi secara digital 
dan tanpa memerlukan perantara, seperti halnya 
respons kecanduan terhadap bentuk kecanduan lainnya, 
menggunakan ponsel cerdas, tablet, laptop, atau kerja 
komputer segera tersedia untuk semua orang dewasa, 
remaja, dan bayi. Untuk zat atau kegiatan tertentu yang 
tidak dilakukan secara online (Dresp-Langley & Hutt, 
2022).  

Fenomena ini tidak hanya berpengaruh pada 
kesehatan psikologis dan fisik individu, tetapi juga 
pada hubungan sosial dan produktivitas. Salah satu 
penyebab remaja mengalami kecanduan internet adalah 
ketidakpuasan yang mereka rasakan dalam interaksi 
sosial secara langsung. Karena merasa tidak terpenuhi, 
individu tersebut cenderung mengandalkan 
komunikasi daring untuk memenuhi kebutuhan sosial 

mereka (Hakim & Raj, 2017). Remaja dengan masalah 
kecanduan menjadi sangat bergantung pada platform 
sosial yang membuat mereka bersedia menghabiskan 
berjam-jam demi mendapatkan kepuasan (Fauziawati, 
2015).  

Kecanduan media sosial dapat menimbulkan 
pengaruh negatif yang dirasakan oleh generasi muda. 
Karena media sosial telah membuat remaja apatis 
terhadap tanggung jawabnya sebagai pelajar, yang 
berujung pada terlambatnya penyerahan tugas sekolah, 
berkurangnya waktu belajar, dan semakin banyak 
waktu yang dihabiskan remaja untuk mencoba 
mengakses, sehingga berdampak pada penurunan 
prestasi akademik yang signifikan (Mim et al., 2018). 
Kecanduan ini tidak hanya mengganggu produktivitas, 
tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental dan 
hubungan sosial. Banyak orang merasa terisolasi 
meskipun terhubung secara virtual, dan ini dapat 
mengakibatkan masalah seperti depresi dan 
kecemasan.  

Dalam konteks ini, kewarganegaraan digital 
menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini. 
Salah satu peran utamanya adalah memberikan edukasi 
tentang penggunaan teknologi yang seimbang. 
Menurut Pujianti dkk, dengan mengakui signifikansi 
kewarganegaraan digital, kita dapat memastikan bahwa 
generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara 
konstruktif dan mengembangkan keterampilan yang 
diperlukan untuk berpartisipasi secara online dengan 
bijak. Melalui pendidikan nilai-nilai, kewarganegaraan 
digital, dan perilaku etis dalam pemanfaatan teknologi 
digital, kita dapat menciptakan ekosistem online yang 
positif, inklusif, dan bertanggung jawab bagi seluruh 
pengguna. Dengan meningkatnya kesadaran, kita dapat 
secara kolektif menjadikan internet sebagai ruang yang 
aman dan bermanfaat bagi semua pihak (Pujianti et al., 
2024). Dengan menanamkan kesadaran akan risiko 
kecanduan digital, individu dapat lebih memahami 
dampak negatif dari penggunaan teknologi yang 
berlebihan. Program pendidikan yang mengajarkan 
tentang batasan waktu penggunaan perangkat digital 
dapat membantu pengguna, terutama remaja, untuk 
mengelola waktu mereka secara lebih efisien.  

Dengan mengerti prinsip kewarganegaraan 
digital, individu diajak untuk merenungkan bagaimana 
teknologi memengaruhi kehidupan mereka. Ini 
termasuk menyadari perasaan yang muncul setelah 
menggunakan perangkat digital dalam waktu lama, 
seperti kelelahan mental, kecemasan, atau bahkan rasa 
kesepian. Melalui pendekatan ini, individu didorong 
untuk mengevaluasi kembali kebiasaan mereka dan 
mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada 
teknologi. Kewarganegaraan digital juga mengajarkan 
pentingnya membangun hubungan sosial yang sehat. 
Menurut Pujianti dkk, pada tingkat masyarakat, 
kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab 
berperan dalam pengembangan budaya digital yang 
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lebih sehat. Hal ini mendorong terciptanya komunitas 
di mana empati dan rasa hormat dapat berkembang 
dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan 
kolaborasi, toleransi, dan pemahaman di antara 
berbagai kelompok (Pujianti et al., 2024).  

Selanjutnya, kewarganegaraan digital dapat 
membantu menciptakan strategi untuk mengatasi 
kecanduan digital. Misalnya, melalui pendidikan, 
individu bisa diajarkan tentang teknik manajemen 
waktu, seperti teknik Pomodoro atau penggunaan 
aplikasi yang membatasi waktu penggunaan media 
sosial. Dengan cara ini, mereka dapat mengontrol 
penggunaan teknologi secara lebih efektif. 
Kewarganegaraan digital juga mendorong pengguna 
untuk mencari aktivitas alternatif yang positif, seperti 
membaca buku, berolahraga, atau mengejar hobi yang 
tidak melibatkan layar. Menurut Lutfi & Prasetiya, 
Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat 
memiliki tanggung jawab penting untuk secara aktif 
meningkatkan pemahaman tentang dampak 
penggunaan teknologi elektronik terhadap kesehatan 
dan perkembangan anak. Untuk mencegah masalah 
yang mungkin timbul, langkah-langkah edukatif dan 
preventif perlu diambil agar anak-anak dapat 
memanfaatkan teknologi dengan bijak dan seimbang 
(Lutfi & Prasetiya, 2024). 

Masih menurut Lutfi & Prasetiya salah satu cara 
yang bisa diimplementasikan adalah melalui 
menetapkan batasan waktu dan pengawasan yang tepat 
terhadap penggunaan permainan daring oleh anak-
anak. Selain itu, penting juga untuk menyediakan 
alternatif kegiatan yang konstruktif, sehingga anak-
anak memiliki keseimbangan dalam menjalani 
kehidupan mereka. Keterlibatan orang tua, pendidik, 
dan masyarakat dalam memberikan edukasi mengenai 
risiko penggunaan permainan daring yang berlebihan 
sangatlah krusial. Dengan demikian, kita dapat 
mendorong anak-anak untuk menggunakan teknologi 
dengan cara yang lebih bijaksana, produktif, dan 
mendidik. Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan 
anak- anak-anak dapat berkembang dan maju dalam 
suasana yang harmonis dan mendukung. (Lutfi & 
Prasetiya, 2024). 

Tantangan selanjutnya yang di alami kaum muda 
dalam perkembangan teknologi yaitu dalam hal etika 
dan tanggung jawab. Kaum muda, yang sering kali 
menjadi pengguna paling aktif dari teknologi baru, 
harus menghadapi dilema yang kompleks terkait 
perilaku online, privasi, dan interaksi sosial. Salah satu 
tantangan utama adalah masalah privasi (Widodo & 
Permatasari, 2024). Di era media sosial, banyak kaum 
muda dengan rela mengungkapkan data pribadi mereka 
tanpa sadar akan risiko yang terkait. Mereka sering kali 
tidak menyadari bahwa setiap foto, status, atau 
komentar yang diunggah dapat tetap ada di dunia maya 
selamanya, bahkan setelah dihapus. Hal ini dapat 
berdampak negatif pada reputasi mereka di masa 

depan, baik dalam konteks pendidikan maupun 
pekerjaan.  

Di era yang serba cepat ini, semakin banyak 
individu yang berisiko terhadap kemungkinan 
penyalahgunaan dan pelanggaran data. Perlindungan 
data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus 
dijamin dan dihargai. Sebagai negara yang sedang 
berkembang dengan adopsi teknologi yang cepat, 
Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi 
data pribadi sebagai bagian dari hak privasi. Dalam hal 
ini, hak privasi menjadi masalah yang mendesak dan 
perlu diatasi. Hak privasi adalah hak fundamental 
setiap individu untuk menjaga kerahasiaan dan 
keamanan informasi pribadinya. Dengan 
meningkatnya kasus pelanggaran data dan 
penyalahgunaan informasi pribadi, sangat penting bagi 
suatu negara untuk mengimplementasikan undang-
undang dan regulasi yang efektif guna melindungi hak 
perlindungan data rakyatnya (Anggen Suari & Sarjana, 
2023). Dengan semakin banyaknya data pribadi yang 
dibagikan secara online mulai dari informasi identitas, 
lokasi, hingga kebiasaan penggunaan risiko terhadap 
penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi semakin 
meningkat. 

Dalam konteks ini, kewarganegaraan digital 
memiliki peran yang sangat penting dalam membantu 
individu dan masyarakat mengatasi permasalahan 
privasi yang muncul akibat perkembangan teknologi. 
Salah satu perannya adalah memberikan edukasi 
tentang pentingnya privasi. Menurut Setyawan dkk, 
kewarganegaraan digital meliputi berbagai aspek, 
termasuk privasi daring, etika digital, perundungan 
siber, hak cipta, serta keamanan siber (Setyawan et al., 
2023). Melalui pendidikan kewarganegaraan digital, 
individu dapat diajarkan tentang jenis informasi yang 
sebaiknya tidak dibagikan, bagaimana mengatur 
pengaturan privasi di akun mereka, dan pentingnya 
membaca kebijakan privasi sebelum menggunakan 
suatu layanan.  

Selain itu, kewarganegaraan digital mendorong 
individu untuk mengembangkan sikap kritis terhadap 
bagaimana data mereka digunakan oleh perusahaan dan 
organisasi. Kewarganegaraan digital membantu 
individu memahami hak-hak mereka terkait data 
pribadi, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, 
dan menghapus informasi yang dimiliki oleh pihak 
ketiga. Menurut Saputra, hasil survei menunjukkan 
bahwa individu dengan tingkat literasi digital yang 
lebih tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik 
mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. 
Mereka lebih mampu mengelola privasi daring, 
menerapkan kata sandi yang kuat, dan mengidentifikasi 
potensi ancaman siber, seperti phishing dan malware 
(D. F. Saputra, 2023). Dengan pengetahuan ini, 
individu dapat lebih proaktif dalam melindungi privasi 
mereka. Selanjutnya, kewarganegaraan digital juga 
berperan dalam membangun kesadaran akan keamanan 
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data. Dalam dunia yang terhubung, ancaman seperti 
peretasan, pencurian identitas, dan kebocoran data 
semakin sering terjadi.  

Melalui pendidikan tentang kewarganegaraan 
digital, individu dapat belajar tentang cara-cara untuk 
melindungi informasi pribadi mereka, termasuk 
penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi dua 
faktor, dan pentingnya memperbarui perangkat lunak 
secara teratur. Selain itu, literasi digital sebagai bagian 
dari kewarganegaraan digital juga memberikan 
pemahaman terkait perlindungan privasi. Menurut 
Redhana, literasi digital adalah kemampuan untuk 
memanfaatkan alat dan teknologi digital secara efisien 
dan bertanggung jawab dalam berbagai aspek 
kehidupan. Keahlian ini tidak hanya terbatas pada 
pengoperasian komputer dasar, melainkan juga 
mencakup kemampuan berpikir kritis yang diperlukan 
untuk mengevaluasi informasi dan sumbernya secara 
akurat. Selain itu, literasi digital mencakup 
keterampilan pemecahan masalah untuk secara efektif 
mengatasi tantangan yang muncul di dunia digital. 
Memahami cara berinteraksi dengan sektor digital 
secara aman merupakan komponen yang sangat 
penting, termasuk pengetahuan tentang cara 
melindungi informasi pribadi dan menjaga privasi 
(Redhana, 2024). Dengan keterampilan ini, individu 
dapat memperkuat keamanan data pribadi mereka dan 
mengurangi risiko terkena ancaman.  

Kewarganegaraan digital juga berperan penting 
dalam mendorong kebijakan yang melindungi privasi. 
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang 
isu privasi, ada dorongan yang lebih besar bagi 
pemerintah dan lembaga untuk menerapkan regulasi 
yang lebih ketat terkait perlindungan data. Terakhir, 
dalam menghadapi tantangan privasi, 
kewarganegaraan digital mengajak individu untuk 
membangun perilaku reflektif terkait penggunaan 
teknologi. Ini mencakup kesadaran untuk berpikir 
sebelum membagikan informasi, mempertimbangkan 
konsekuensi yang mungkin timbul, dan memilih 
platform yang menghargai privasi pengguna. Menurut 
pandangan Soraya, kesadaran privasi merujuk pada 
pemahaman individu mengenai pentingnya 
perlindungan data pribadi serta perlindungan terhadap 
informasi yang bersifat sensitif. Dalam konteks era 
digital, kesadaran privasi menjadi sangat krusial karena 
data pribadi dapat dengan mudah disimpan dan diakses 
oleh pihak ketiga tanpa izin. Tingkat kesadaran privasi 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat 
pendidikan, pengalaman dalam menggunakan 
teknologi, dan pemahaman mengenai risiko yang 
terkait dengan privasi (Soraya, 2019). Dengan cara ini, 
individu tidak hanya menjadi konsumen teknologi, 
tetapi juga pengelola yang aktif dan bertanggung jawab 
terhadap data pribadi mereka. 

Selain itu, penyebaran informasi palsu atau 
hoaks menjadi tantangan besar. Kaum muda, yang 

sering kali mengandalkan media sosial sebagai sumber 
informasi, dapat terpengaruh oleh berita yang tidak 
akurat. Ketidakmampuan untuk membedakan antara 
informasi yang valid dan yang menyesatkan dapat 
menyebabkan keputusan yang buruk dan memengaruhi 
pandangan mereka terhadap isu-isu penting. Pengguna 
aktif media sosial saat ini rata-rata adalah kalangan 
remaja dan terbiasa berkomentar, berbagi, dan 
mengkritik di media sosial. Praktek ini dapat 
menyebabkan misinformasi, karena mengirimkan 
pesan yang tidak pasti kebenarannya dapat 
menimbulkan ujaran kebencian terhadap konten yang 
tidak disukai (Rahmadhany et al., 2021). Dengan 
kemudahan akses internet dan kecepatan berbagi 
informasi di media sosial, berita palsu dapat dengan 
cepat menyebar dan memengaruhi opini publik. 
Misinformasi menyebar karena masyarakat mudah 
mempercayai informasi yang mereka terima. Tujuan 
dari misinformasi ini adalah untuk membentuk 
persepsi, mengarahkan opini, dan membentuk opini 
yang menantang pemahaman pengguna internet dan 
media sosial terhadap informasi yang disebarluaskan.  

Dalam konteks ini, kewarganegaraan digital 
berperan penting dalam mengatasi tantangan ini dan 
menciptakan masyarakat yang lebih cerdas informasi. 
Salah satu peran utama kewarganegaraan digital adalah 
memberikan edukasi tentang literasi media. Literasi 
media adalah kemampuan untuk mengakses, 
menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan 
informasi dalam berbagai bentuk. Dengan mengajarkan 
literasi media, individu dapat belajar untuk mengenali 
ciri-ciri informasi yang kredibel dan membedakannya 
dari hoaks. Ini mencakup pemahaman tentang sumber 
informasi, konteks, dan teknik-teknik penyampaian 
berita yang dapat digunakan untuk menyesatkan publik 
(Suryatni, 2019).  

Selain itu, kewarganegaraan digital juga 
mendorong individu untuk mengembangkan sikap 
skeptis terhadap informasi yang diterima. Dalam dunia 
yang penuh dengan informasi, penting bagi individu 
untuk tidak langsung mempercayai berita tanpa 
melakukan pengecekan fakta (Rusdiyanti et al., 2023). 
Kewarganegaraan digital mengajarkan pengguna untuk 
selalu mengecek sumber, mencari konfirmasi dari 
beberapa sumber yang berbeda, dan menggunakan alat 
pengecekan fakta yang tersedia secara online. Dengan 
cara ini, individu dapat lebih siap untuk menghadapi 
arus informasi yang tidak selalu akurat. Peran 
kewarganegaraan digital tidak hanya berhenti pada 
individu.  

Lebih lanjut lagi, dalam era digital saat ini 
perkembangan teknologi membawa banyak 
kemudahan dan inovasi, namun juga menciptakan 
tantangan serius yang berkaitan dengan perilaku 
negatif di dunia maya. Kasus cyberbullying ini tidak 
bisa dibiarkan begitu saja karena tindakan ini adalah 
salah satu tantangan besar dalam pemanfaatan 
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teknologi digital (Afralia et al., 2024). Fenomena 
seperti cyberbullying, pelecehan online, penyebaran 
kebencian, dan penyebaran informasi palsu telah 
menjadi masalah yang semakin umum. Kemudahan 
teknologi inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu 
penyebab maraknya cyberbullying di kalangan remaja. 
Remaja saat ini dapat dengan mudah mengakses 
teknologi seperti ponsel pintar dan media sosial 
dimanapun sehingga memungkinakan mereka untuk 
berinteraksi secara online dengan cepat dan mudah 
(Wirmando et al., 2021). Perilaku negatif ini tidak 
hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi 
juga dapat merusak reputasi, menciptakan 
ketidaknyamanan, dan mengganggu stabilitas sosial. 

Dalam konteks ini, kewarganegaraan digital 
berperan penting, salah satu peran utamanya adalah 
pendidikan tentang etika berinternet atau netiket. 
Dengan mendidik individu tentang perilaku yang tepat 
dan tidak tepat dalam berinteraksi di dunia maya, kita 
dapat membantu mereka memahami konsekuensi dari 
tindakan mereka. Misalnya, dengan menekankan 
bahwa kata-kata yang diucapkan secara online dapat 
memiliki dampak yang sama besarnya dengan kata-
kata yang diucapkan secara langsung, individu akan 
lebih berhati-hati dalam berkomunikasi.  

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi 
adalah cyberbullying, di mana individu, terutama 
remaja, menjadi korban serangan verbal atau 
emosional di platform digital (Armawi & Wahidin, 
2020). Cyberbullying sering kali terjadi karena pelaku 
merasa aman di balik layar, sehingga mereka berani 
melakukan tindakan yang mungkin tidak mereka 
lakukan secara langsung. Dalam hal ini, 
kewarganegaraan digital berperan dalam membekali 
individu dengan kemampuan untuk mengenali tanda-
tanda bullying dan memberikan edukasi tentang cara 
melaporkan dan menangani situasi tersebut. Selain itu, 
kewarganegaraan digital juga membantu menciptakan 
kesadaran akan dampak dari perilaku negatif. Dengan 
memahami bahwa tindakan mereka dapat berdampak 
pada orang lain, individu diharapkan dapat lebih 
bijaksana dan empatik. Kewarganegaraan digital juga 
berperan dalam mendorong interaksi positif di dunia 
maya. Melalui pendidikan tentang komunikasi yang 
baik dan saling menghormati, individu diajak untuk 
berkontribusi pada lingkungan digital yang lebih 
positif. Inisiatif seperti kampanye untuk berbagi 
tindakan baik, menyoroti konten yang mendidik, dan 
memperkuat nilai-nilai positif di media sosial dapat 
membantu mengubah narasi perilaku online yang 
sering kali negatif menjadi lebih konstruktif. 

Terakhir, ketimpangan akses teknologi menjadi 
salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat 
di seluruh dunia (Riyadi & Larasaty, 2020). Meskipun 
teknologi membawa banyak manfaat dan kemudahan, 
tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama 
untuk memanfaatkannya. Perbedaan dalam akses 

terhadap internet, perangkat digital, dan keterampilan 
teknologi menciptakan kesenjangan yang dapat 
memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. 
Dalam konteks ini, kewarganegaraan digital memiliki 
peran krusial dalam mengatasi tantangan ini dan 
menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. 

Ketimpangan akses teknologi sering kali terjadi 
antara kelompok yang berbeda, seperti antara daerah 
perkotaan dan pedesaan, antara kelompok dengan 
tingkat pendidikan yang berbeda, serta antara individu 
dengan latar belakang ekonomi yang bervariasi 
(Haniko et al., 2023). Di beberapa daerah, akses 
internet masih terbatas, dengan banyak orang yang 
tidak memiliki koneksi yang memadai untuk belajar, 
bekerja, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial 
secara online. Hal ini menciptakan digital divide yang 
menghalangi individu dari mendapatkan manfaat 
penuh dari teknologi, seperti pendidikan online, 
peluang kerja, dan akses ke informasi yang penting. 

Kewarganegaraan digital berperan dalam 
menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk 
meningkatkan keterampilan teknologi di kalangan 
masyarakat yang kurang terlayani. Program-program 
pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan literasi 
digital dapat membantu individu memahami cara 
menggunakan perangkat dan aplikasi, serta cara 
mengakses internet dengan aman dan efektif (Hikmah 
et al., 2024). Dengan membekali mereka dengan 
keterampilan yang diperlukan, kita dapat membantu 
mengurangi kesenjangan yang ada dan memberikan 
mereka peluang yang setara untuk berpartisipasi dalam 
masyarakat digital. 

Tantangan perkembangan teknologi dan peran 
kewarganegaraan digital dalam menghadapi tantangan 
tersebut dapat digambarkan dalam gambar berikut. 

 

Figure 4 Tantangan dan Peran Kewarganegaraan Digital 
dalam Perkembangan Teknologi 

Kontribusi Pendidikan bagi Pembentukan 
Keterampilan Kewarganegaraan Digital 
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dalam Mengatasi Tantangan Perkembangan 
Teknologi 

Dalam era teknologi yang terus berkembang, 
generasi muda dihadapkan pada tantangan dan peluang 
yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendidikan 
memiliki peran kunci dalam membekali mereka dengan 
pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan 
digital yang diperlukan untuk beradaptasi dan 
berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Melalui 
kajian yang dilakukan dari berbagai referensi yang ada, 
penelitian ini mengidentifikasi beberapa kontribusi 
pendidikan dalam mencapai tujuan tersebut.  

 

Figure 5 Kontribusi Pendidikan 

Pertama, peningkatan literasi digital. Salah satu 
kontribusi utama pendidikan dalam membekali 
generasi muda dengan kewarganegaraan digital adalah 
peningkatan literasi digital. Di era informasi saat ini, di 
mana akses terhadap data dan berita sangat mudah, 
literasi digital menjadi keterampilan yang sangat 
penting bagi siswa. Menurut pandangan Hidayat dan 
Khotimah, keterampilan ini esensial untuk membangun 
individu yang kritis, kreatif, dan adaptif, serta 
mencakup kemampuan untuk menyaring, menilai, dan 
menerapkan informasi digital secara bijaksana 
(Hidayat & Khotimah, 2019). 

Literasi digital menjadi salah satu keterampilan 
yang sangat penting karena ketika siswa memiliki 
pemahaman yang kuat tentang cara menggunakan 
teknologi dan sumber daya online, mereka dapat lebih 
baik dalam menghindari informasi yang salah atau 
menyesatkan. Menurut Cynthia & Sihotang, literasi 
digital memiliki peranan yang sangat penting dalam 
membekali generasi penerus dengan keterampilan yang 
tidak hanya relevan, tetapi juga mendalam, mengingat 
signifikansi teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan 
integrasinya yang baik dalam kurikulum pendidikan 
(Cynthia & Sihotang, 2023). Dengan kemampuan ini, 
mereka dapat mengurangi risiko terpengaruh oleh 
informasi yang tidak benar dan membuat keputusan 
yang lebih terinformasi. 

Kemahiran dalam literasi digital memainkan 
peran krusial dalam konteks pendidikan, karena 
memperkuat kemampuan siswa dalam 

mengembangkan potensi individu mereka. Dengan 
kemajuan literasi digital, jarak antara sumber informasi 
dan pencari informasi tampaknya semakin menyusut, 
memungkinkan akses yang cepat dan efisien terhadap 
beragam data di berbagai lokasi dan waktu. Dalam 
pendidikan, literasi digital dapat meningkatkan 
pencapaian akademis serta mendukung kolaborasi 
dalam konteks persaingan global. Namun, untuk 
mencegah penyalahgunaan informasi yang diperoleh 
melalui alat digital, penting bagi peserta didik untuk 
memilih informasi yang akurat dan kredibel, dengan 
mempertimbangkan tingkat pendidikan dan usia 
mereka (Cynthia & Sihotang, 2023). 

Dalam konteks ini, banyak institusi pendidikan 
telah mulai mengintegrasikan kurikulum literasi media 
ke dalam program pembelajaran mereka. Kurikulum 
ini dirancang untuk memberikan siswa keterampilan 
yang diperlukan untuk menjadi konsumen informasi 
yang cerdas dan kritis. Salah satu aspek penting dari 
kurikulum ini adalah pengajaran tentang cara 
mengenali berita palsu dan memahami bias media. 
Menurut Anshori dan Hidayat, integrasi keterampilan 
literasi media dalam kurikulum pendidikan berpotensi 
untuk menghasilkan generasi yang lebih cerdas dan 
kritis dalam menghadapi informasi di era digital. 
Pendidikan memainkan peran krusial dalam 
membentuk generasi yang kompeten dan adaptif 
terhadap perubahan zaman (Anshori & Hidayat, 2023).  

Masih menurut Anshori dan Hidayat, literasi 
media menjadi aspek yang semakin relevan dan 
signifikan. Literasi media mencakup kemampuan 
untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan 
menyampaikan informasi secara kritis dan efektif. Oleh 
karena itu, integrasi literasi media dalam kurikulum 
pendidikan harus dipandang sebagai suatu keharusan, 
agar siswa dapat mengembangkan keterampilan yang 
diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam 
masyarakat yang didorong oleh informasi (Anshori & 
Hidayat, 2023). Pengajaran ini sangat relevan, 
mengingat bahwa banyak konten yang disajikan di 
media, baik itu berita cetak, televisi, maupun online, 
seringkali mengandung bias yang bisa mempengaruhi 
cara pandang siswa terhadap isu tertentu. Dengan 
memahami bias media, siswa dapat lebih kritis dalam 
menganalisis informasi yang mereka terima. 

Dengan demikian, peningkatan literasi digital 
melalui pendidikan sangat penting dalam membekali 
generasi muda untuk menjadi warga negara yang aktif 
dan bertanggung jawab di era digital. Melalui 
pengajaran yang terarah dan kegiatan praktis, siswa 
dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan 
untuk menavigasi dunia informasi yang kompleks, 
menjadi konsumen informasi yang lebih baik, dan 
berkontribusi positif dalam masyarakat. Literasi digital 
bukan hanya sekadar keterampilan teknis, tetapi juga 
sikap kritis yang akan membantu mereka menghadapi 
tantangan di masa depan. 
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Kedua, pengembangan keterampilan 
komunikasi dan kolaborasi. Kewarganegaraan digital 
tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teknologi, 
tetapi juga menuntut keterampilan komunikasi dan 
kolaborasi yang efektif. Keterampilan ini sangat 
penting karena komunikasi yang efektif dapat 
mempengaruhi bagaimana ide-ide disampaikan, 
dipahami, dan diterima oleh orang lain. Menurut 
Hamadi & Hamidulloh, kewarganegaraan digital 
memainkan peran penting dalam membentuk generasi 
muda yang secara aktif terlibat dalam komunitas 
online. Pendekatan ini fokus pada pengembangan 
kemampuan remaja untuk mengkonsumsi informasi 
secara kritis dan bertanggung jawab. Tujuan ini sejalan 
dengan perubahan paradigma dalam kehidupan digital, 
di mana remaja tidak hanya berfungsi sebagai 
konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen dan 
kontributor konten di lingkungan daring (Hamadi & 
Hamidulloh, 2020). 

Di lingkungan digital, siswa dihadapkan pada 
berbagai platform yang memungkinkan mereka untuk 
berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang yang 
berbeda. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk 
memahami cara berkomunikasi yang sesuai dan efektif. 
Misalnya, dalam konteks formal, komunikasi yang baik 
dapat mencakup penggunaan bahasa yang jelas dan 
cara penyampaian yang sopan, sedangkan dalam 
konteks informal, siswa perlu memahami etika 
berkomunikasi di media sosial, termasuk menghormati 
pendapat orang lain dan menghindari konflik yang 
tidak perlu. Menurut Khairunnisa dkk, 
kewarganegaraan digital bertujuan untuk melibatkan 
remaja dalam diskusi sosial dan politik yang 
konstruktif. Ini mencakup pengembangan keterampilan 
komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap 
keragaman pendapat, dan kesadaran akan dampak 
perilaku online terhadap masyarakat secara 
keseluruhan. Dengan demikian, pendidikan ini tidak 
hanya berfokus pada literasi digital, tetapi juga pada 
pembentukan etika, tanggung jawab, dan keterlibatan 
aktif dalam dunia maya (Khairunisa et al., 2024). 

Keterampilan komunikasi yang kuat juga 
melibatkan kemampuan untuk mendengarkan secara 
aktif. Individu yang terlatih dalam mendengarkan 
dengan baik akan lebih mampu memahami perspektif 
orang lain, yang sangat penting dalam diskusi dan 
kolaborasi. Dengan mendengarkan, mereka dapat 
memberikan umpan balik yang lebih konstruktif dan 
membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan-
rekan mereka. Pendidikan yang mendorong kolaborasi 
melalui proyek kelompok yang memanfaatkan alat 
digital sangat efektif dalam mengembangkan 
keterampilan ini. Menurut Indarta dkk, dalam konteks 
pembelajaran yang bersifat kolaboratif, para siswa 
bekerja sama dalam kelompok atau tim untuk saling 
bertukar pengetahuan, berdiskusi, dan menyelesaikan 
masalah secara bersama-sama. Mereka dapat 

menggunakan berbagai alat digital untuk kolaborasi, 
seperti platform daring, aplikasi berbagi dokumen, atau 
forum diskusi, guna berkomunikasi dan bekerja sama 
dengan efektif meskipun berada di tempat yang 
berbeda (Indarta et al., 2022). Ketika siswa bekerja 
dalam tim, mereka belajar untuk berbagi ide, 
mendiskusikan pandangan, dan menyelesaikan 
masalah bersama. Proyek kelompok ini tidak hanya 
meningkatkan pengalaman belajar mereka, tetapi juga 
membantu mereka memahami pentingnya kerja sama 
dalam mencapai tujuan bersama. 

Dengan demikian, kewarganegaraan digital yang 
efektif menuntut siswa untuk mengembangkan 
keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang baik. 
Melalui pendidikan yang mendorong interaksi 
konstruktif dan proyek kolaboratif, siswa dapat belajar 
cara berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan 
dengan baik, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan 
bersama. Keterampilan ini tidak hanya penting untuk 
keberhasilan akademis mereka, tetapi juga untuk 
kehidupan mereka di masyarakat yang semakin 
terhubung secara digital. Dengan menguasai 
keterampilan ini, generasi muda akan lebih siap untuk 
menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, 
dan mampu berkontribusi positif di dunia digital. 

Ketiga, kesadaran akan etika dan tanggung 
jawab digital. Selain keterampilan teknis yang 
diperlukan untuk beroperasi di dunia digital, 
pendidikan juga harus menanamkan kesadaran akan 
etika dan tanggung jawab digital (Hetilaniar et al., 
2023). Di era media sosial dan komunikasi instan, 
generasi muda tidak hanya dihadapkan pada peluang 
untuk berinteraksi dan berbagi informasi, tetapi juga 
pada potensi risiko dan konsekuensi dari tindakan 
online mereka. Oleh karena itu, penting bagi 
pendidikan untuk memberikan pemahaman yang 
mendalam tentang bagaimana tindakan mereka di 
dunia maya dapat memengaruhi diri mereka sendiri dan 
orang lain. Kesadaran akan etika digital mencakup 
pemahaman tentang perilaku yang diterima dan yang 
tidak diterima dalam interaksi online.  

Menurut Hairani, di zaman digital ini, anak-anak 
terpapar pada berbagai konten yang tidak selalu 
mencerminkan nilai-nilai moral yang positif. Dalam 
hal ini, pemikiran Al-Ghazali tentang pengenalan dan 
pemahaman nilai-nilai etika dapat berfungsi sebagai 
pedoman bagi anak-anak untuk memilah dan memilih 
konten yang pantas. Selain itu, ide Al-Ghazali 
mengenai pentingnya menanamkan rasa tanggung 
jawab dan akuntabilitas pada anak-anak juga sangat 
relevan di era digital. Anak-anak perlu menyadari 
bahwa perilaku mereka di dunia maya memiliki 
dampak yang nyata, dan mereka harus bertanggung 
jawab atas perilaku tersebut (Hairani, 2022). Oleh 
karena itu, pendidikan yang mengajarkan siswa untuk 
berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi yang 
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mereka terima dan membagikan adalah kunci untuk 
mengurangi dampak negatif tersebut. 

Pendidikan tentang privasi dan keamanan data 
juga sangat penting. Menurut Hetilaniar dkk, Siswa 
perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai 
hak atas cipta, privasi, perlindungan data, serta 
pentingnya perilaku daring yang aman, sopan, dan etis 
merupakan isu krusial. Dengan pendidikan literasi 
digital yang menyeluruh, kita dapat menciptakan 
generasi yang terampil dan bijaksana dalam 
memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung 
jawab. Ini akan memberikan dasar yang kokoh bagi 
siswa untuk meraih keberhasilan dalam pendidikan 
mereka, beradaptasi dengan perkembangan teknologi 
di dunia kerja, dan memberikan kontribusi positif 
dalam masyarakat digital yang semakin rumit 
(Hetilaniar et al., 2023). Dengan pemahaman yang baik 
tentang privasi, siswa dapat lebih berhati-hati dalam 
mengungkapkan informasi di ruang publik dan 
menghindari potensi penipuan atau kejahatan siber. 

Relevansi gagasan Al-Ghazali dalam pendidikan 
moral bagi anak-anak di era digital dapat dilihat 
melalui beberapa aspek. Pertama, pemikirannya 
membantu anak-anak memahami batasan dalam 
pemanfaatan teknologi dan internet. Kedua, ia 
menanamkan rasa tanggung jawab dan mendorong 
mereka untuk menghindari perilaku cyberbullying. 
Ketiga, pandangan Al-Ghazali mendorong anak-anak 
untuk berkontribusi pada kebaikan di dunia maya dan 
berperan sebagai agen perubahan yang positif. 
Keempat, ia mengajarkan pentingnya 
menyeimbangkan waktu antara penggunaan teknologi 
dengan aktivitas lain yang bermanfaat. Kelima, 
pemikiran ini membuka kesadaran anak-anak bahwa 
teknologi dan internet bukanlah tujuan utama dalam 
hidup mereka (Widiastuti & Munawaroh, 2018). 

Dengan demikian, pentingnya menanamkan 
kesadaran akan etika dan tanggung jawab digital dalam 
pendidikan tidak dapat diabaikan. Di tengah 
kompleksitas interaksi digital saat ini, generasi muda 
perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat mengenai 
perilaku yang etis dan dampak dari tindakan mereka. 
Melalui pendidikan yang terarah dan program yang 
mendidik, siswa dapat belajar untuk menjadi pengguna 
teknologi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga 
bertanggung jawab, yang akan berdampak positif bagi 
diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. 

Keempat dan terakhir, pendidikan 
kewarganegaraan yang terintegrasi dengan teknologi. 
Pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan 
teknologi merupakan aspek penting untuk 
mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan 
dan kemampuan yang dibutuhkan agar mereka dapat 
menjadi warga negara yang proaktif dan terlibat. Di era 
digital saat ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai 
alat pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk 
memperdalam pemahaman siswa tentang proses 

demokrasi dan keterlibatan politik. Menurut Broome & 
Quirk, transformasi digital telah membawa dampak 
besar terhadap cara kita berinteraksi, mengakses 
informasi, dan terlibat dalam proses politik (Broome & 
Quirk, 2015). Lebih lanjut lagi, Cole mengungkapkan 
digitalisasi berkontribusi untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat, memperbaiki transparansi, dan 
memperkuat akuntabilitas pemerintah, teknologi 
komunikasi digital dapat dimanfaatkan. Dengan 
menggunakan media sosial, platform online, dan alat 
kolaborasi daring, individu saat ini memiliki akses 
yang lebih mudah untuk menyampaikan pandangan 
mereka dan terlibat dalam proses politik (Cole, 2018). 

Melalui penggunaan alat digital, siswa dapat 
terlibat dalam berbagai kegiatan yang menumbuhkan 
kesadaran politik dan sosial mereka. Salah satu 
kegiatan yang sangat bermanfaat adalah simulasi 
pemilu. Dalam simulasi ini, siswa dapat merasakan 
langsung bagaimana proses pemilihan umum 
berlangsung, mulai dari pencalonan hingga 
pemungutan suara. Dengan demikian, mereka tidak 
hanya menjadi penonton, tetapi juga peserta aktif yang 
memahami pentingnya suara mereka dalam 
menentukan arah kebijakan publik. Menurut Waruwu 
dkk, teknologi digital dapat berkontribusi dalam 
meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan 
kesadaran masyarakat tentang hak serta kewajiban 
mereka dalam konteks pemilihan umum adalah hal 
yang penting. Penggunaan teknologi digital diharapkan 
tidak hanya mempermudah tugas penyelenggara 
pemilu, tetapi juga memperluas akses masyarakat 
terhadap informasi, meningkatkan transparansi, dan 
akuntabilitas sebagai bagian dari pelayanan publik 
yang profesional dan dapat diandalkan. Dengan 
memanfaatkan teknologi digital, diharapkan 
masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi 
dan memahami setiap tahapan pemilu, serta secara 
signifikan meningkatkan partisipasi mereka dalam 
proses pemilihan umum (Waruwu et al., 2024). 

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan 
yang mengintegrasikan teknologi adalah kunci untuk 
membekali generasi muda dengan keterampilan dan 
pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi warga 
negara yang aktif dan bertanggung jawab. Melalui 
simulasi pemilu, debat online, dan proyek advokasi, 
siswa tidak hanya belajar tentang teori-teori politik, 
tetapi juga memperoleh pengalaman praktis yang 
memperkuat pemahaman mereka tentang demokrasi. 
Dengan pendekatan ini, generasi muda diharapkan 
dapat menjadi agen perubahan yang mampu 
berpartisipasi secara aktif dan positif dalam kehidupan 
sosial dan politik di era digital yang terus berkembang. 

 



 ICJ, Vol. 2 No. 1, January 2025, 15-33 30 

KESIMPULAN 

Kewarganegaraan digital merupakan komponen 
penting dalam menghadapi dinamika teknologi yang 
terus berubah. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa 
prinsip utama dari kewarganegaraan digital yang 
sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.  
Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang 
jelas bagi individu untuk berinteraksi secara etis dan 
bertanggung jawab di dunia digital. Tantangan yang 
muncul akibat perkembangan teknologi, seperti 
penyalahgunaan data, berita palsu, dan risiko 
keamanan siber, menjadi semakin kompleks. 
Kewarganegaraan digital berperan penting dalam 
mengatasi tantangan ini dengan memberikan panduan 
bagi masyarakat untuk memahami hak dan tanggung 
jawab mereka. Melalui kesadaran ini, individu dapat 
lebih aktif dalam melindungi diri mereka sendiri dan 
berkontribusi pada lingkungan digital yang lebih aman 
dan sehat. Kontribusi pendidikan dalam membekali 
generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan 
kewarganegaraan digital juga sangat signifikan. 
Melalui kurikulum yang menekankan literasi digital, 
pendidikan dapat mempersiapkan siswa untuk 
menghadapi tantangan di dunia maya. Dengan 
pengetahuan yang cukup, generasi muda tidak hanya 
dapat menggunakan teknologi dengan bijak, tetapi juga 
berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif di 
masyarakat. Kewarganegaraan digital bukan hanya 
sebuah konsep, tetapi merupakan kebutuhan mendesak 
untuk memastikan bahwa masyarakat dapat 
beradaptasi dan berkembang di era teknologi yang 
semakin kompleks. Dengan prinsip yang kuat, 
kesadaran terhadap tantangan, dan pendidikan yang 
baik, masyarakat dapat menciptakan lingkungan digital 
yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk masa 
depan. 
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